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ABSTRAK 

 
Pendapatan dari pajak merupakan sumber utama yang diandalkan pemerintah untuk pembangunan 

nasional yang memperlukan dana besar, namun masih banyak masalah perpajakan di Indonesia 
diantaranya, jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang mendaftar maupun dalam penyampaian 

SPT Tahunan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang tercatat. Untuk meningkatkan penerimaan 

dan kepatuhan perpajakan pemerintah mengadakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. 

Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
dan badan sebelum dan sesudah tax amnesty dalam mendaftarkan diri, pelaporan SPT Tahunan dan 

penerimaan pajak di KPP Pratama Kota Kediri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data menggunakan rasio kepatuhan wajib pajak sebelum 
dan sesudah tax amnesty dan uji statistic Sample Paired t-Test (Uji Beda Sampel Berpasangan). Hasil 

penelitian ini menunjukan pertumbuhan WP OP dan Badan mengalami penurunan antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty, WP OP sebesar 5,80% dan 5,02%, sedangkan WP Badan sebesar 7,52% dan 
7,47%. Pelaporan SPT Tahunan WP OP dan Badan juga mengalami penurunan, WP OP sebelum dan 

sesudah tax amnesty sebesar 54,77% dan 49,53%, sedangkan WP Badan sebesar 34,27% dan 30,46%. 

Pada penerimaan pajak WP OP dan Badan, terdapat peningkatan sebelum dan sesudah tax amnesty, 

WP OP sebesar 180,98%, sedangkan WP Badan sebesar 5,33%. Hasil uji statistik terdapat perbedaan 
penerimaan pajak dan tidak ada perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan 

dalam mendaftarkan diri serta pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Kota Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, Tax Amnesty. 

 

I. LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang kaya 

akan sumber daya alam yang melimpah, 

namun hal tersebut hanya membawa 

nama Indonesia sebagai negara 

berkembang bukan sebagai negara 

maju. Salah satu ciri negara yang maju 

di antaranya adalah meratanya suatu 

pembangunan untuk kesejahteraan 

rakyat di negara tersebut dan itu belum 

terjadi di Indonesia. Untuk 

melaksanakan pembangunan nasional 

tersebut membutuhkan dana yang besar, 

oleh karena itu dari tahun ke tahun 

diperlukan adanya peningkatan 

pendapatan negara. Pendapatan negara 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
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2003 tentang Keuangan Negara, yang 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam Undang-Undang tersebut 

pendapatan negara dibagi menjadi dua, 

pendapatan dari pajak dan pendapatan 

bukan dari pajak. Pajak menurut UU 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan  negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. (Pandiangan, 

2014 : 3). Pendapatan dari penerimaan 

pajak merupakan sumber utama yang 

sangat berpotensi dan mendominasi 

yang menyumbang sekitar 70% dari 

seluruh penerimaan negara, sehingga 

pajak memiliki peran yang sangat vital 

bagi negara Indonesia. 

Berikut data pendapatan negara 

selama tahun 2012 – 2016 akan 

disajikan dalam bentuk gambar di 

bawah ini : 

 
 Sumber : Badan Pusat Statistik (2016) 

Gambar 1. Pendapatan Negara 

2012 – 2016 (Miliar Rupiah) 

 

 Berdasarkan gambar di atas 

menunjukan bahwa selama tahun 2012 

– 2016 pendapatan yang diterima 

negara di dominasi dari sektor pajak. 

Pada tahun 2016 pendapatan dari sektor 

pajak meningkat sekitar 24% dari tahun 

sebelumya. Hal ini mendorong 

pemerintah terus meningkatkan 

pendapatan dari sektor pajak dari tahun 

ke tahun, namun upaya-upaya tersebut 

tidak terlepas dari permasalahan pajak 

di Indonesia yang saat ini tidak henti-

hentinya muncul. Banyak perusahaan-

perusahaan di Indonesia yang 

menggelapkan dan terlibat dalam kasus 

pajak. (www.pajak.go.id). 

Berikut data wajib pajak yang 

terdaftar di sistem Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) akan disajikan dalam 

bentuk tabel di bawah ini : 

APBN 

2012 

APBN 

2013 

APBN 

2014 

APBN 

2015 

APBN 

2016 

5.786,70 6.832,50 5.034,50 

11.973,0

4 1.975,20 

351.804,

70 

354.751,

90 

398.590,

50 255.628,

48 
245.083,

60 

980.518,

10 

1.077.30

6,70 

1.146.86

5,80 

1.240.41

8,86 

1.539.16

6,20 

Hibah PNBP Pajak 
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Tabel 1. Data Wajib Pajak (WP) 

Tahun 2016 

No

. 

Jenis 

WP 

Wajib 

SPT 

Penyamp

-aian 

SPT 

WP 

Bayar 
% 

1. 
WP 

Badan 

1.184.8

16 
676.405 

375.56

9 

57,0

9% 

2. 

WPOP 

Non 
Karyaw

-an 

2.054.7
32 

837.228 
612.88

1 
40,7
5% 

3. 

WPOP 

Karyaw

-an 

14.920.

292 

9.431.93

4 

181.53

7 

63,2

2% 

  Sumber : Direktorat Jendral Pajak (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, dari 

jumlah total 30.044.103 WP terdaftar 

yang tidak termasuk bendahara, joint-

operation, perusahaan cabang/lokasi, 

WP OP yang berpenghasilan di bawah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 

WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, 

sehingga yang wajib menyampaikan 

SPT Tahunan PPh sebanyak 18.159.840 

WP wajib SPT. Jumlah WP wajib SPT 

tersebut terdiri atas 1.184.816 WP 

badan, 2.054.732 WP OP non 

karyawan, dan 14.920.292 WP OP 

karyawan. Sayangnya, dari jumlah 

18.159.840 WP wajib SPT itu, baru 

10.945.567 WP yang menyampaikan 

SPT tahunan atau 60,27% dari jumlah 

total WP wajib SPT. Kemudian, jumlah 

WP yang menyampaikan SPT tersebut 

terdiri atas 1.184.816 WP badan, 

2.054.732 WP OP non karyawan, dan 

9.431.934 WP OP karyawan. Artinya, 

tingkat atau rasio kepatuhan WP badan 

baru mencapai 57,09%, WP OP non 

karyawan 40,75% dan WP karyawan 

63,22%. Yang lebih memprihatinkan 

lagi, dari jumlah tersebut hanya 

1.172.018 WP bayar yang terdiri atas 

375 WP badan, 612.881 WP OP non 

karyawan, dan 181.537 WP OP 

karyawan. Angka 375 WP badan bayar 

atau non SPT-nihil jelas sangat kecil 

jika dibandingkan dengan 3 juta lebih 

perusahaan yang ada dan beroperasi di 

Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 

WP bayar OP non karyawan dan 

181.537 WP bayar OP karyawan, jauh 

sangat tak berarti dibandingkan dengan 

jumlah total 93 juta lebih penduduk 

Indonesia yang bekerja dan menerima 

penghasilan. (www.pajak.go.id) 

Untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dan mempertahankan 

jumlah pendapatan negara dari sektor 

pajak, pemerintah bersama Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang bernaung di 

bawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia mengeluarkan suatu 

terobosan kebijakan perpajakan yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2016 yaitu Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty). Menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), 

menjelaskan bahwa pengertian 

pengampunan pajak atau tax amnesty 

adalah “penghapusan pajak yang 
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seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi perpajakan dan 

sanki pidana di bidang perpajakan, 

dengan cara mengungkap harta dan 

membayar uang tebusan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini”. Pada 

kebijakan tax amnesty ini terdapat 

beberapa kebijakan pengampunan yang 

berbeda yang dibagi dalam 3 periode. 

Pada periode pertama, jika pelaporan 

dilakukan pada 1 Juli 2016 sampai 

dengan 30 September 2016, maka tarif 

yang dikenakan dari keseluruhan harta 

wajib adalah 2%. Periode kedua, 

dilakukan pada 1 Oktober 2016 sampai 

dengan 31 Desember 2016, maka tarif 

yang dikenakan adalah 3%. Dan untuk 

periode ketiga, dilakukan pada 1 Januari 

2016 sampai dengan 17 Maret 2017 

maka tarif yang dikenakan adalah 5%. 

Untuk mensukseskan kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty), 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

mengisyaratkan semua Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang 

tersebar di seluruh Indonesia untuk 

mempersiapkan segala hal terkait 

dikeluarkannya kebijakan tersebut, tidak 

terkecuali di KPP Pratama Kota Kediri. 

KPP Kota Kediri mendukung penuh 

kebijakan pemerintah tersebut, dan siap 

untuk melakukan beragam sosialisasi 

terkait pengampunan pajak. Kota Kediri 

mempunyai potensi untuk penggalian 

penerimaan dari perpajakan. Sebagai 

daerah perkotaan (urban) pembangunan 

ekonomi rill di sektor perdagangan dan 

jasa terbukti mampu menggerakan 

aktivitas ekonomi masyarakat Kota 

Kediri, disamping itu pembangunan 

ekonomi rill tersebut juga berdampak 

pada jumlah angkatan kerja di Kota 

Kediri yang dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. 

(www.kedirikota.go.id) 

Berikut data mengenai jumlah 

ketenaga-kerjaan dan perkembangan 

usaha di Kota Kediri akan disajikan 

dalam bentuk tabel di bawah ini : 

Tabel 2. Data ketenaga-kerjaan dan 

perkembangan usaha di Kota Kediri 

tahun 2013 – 2016 

Jenis 

Data 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Angkat

-an 

Kerja 

133.46

0 

134.35

4 

139.74

7 

140.0

55 

Unit 

Usaha 
15.837 23.163 26.000 

31.00

0 

Sumber : www.kedirikota.go.id data 

diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan bahwa tahun 2013 jumlah 

angkatan kerja sebanyak 133.460, di 

tahun 2014 bertambah sebanyak 

134.354, tahun 2015 menjadi 139.747, 

dan pada tahun 2016 jumlah angkatan 

kerja mencapai 140.055. Sedangkan 

jumlah unit usaha tahun 2013 sebanyak 

15.837, di tahun 2014 bertambah 
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sebanyak 23.163, pada tahun 2015 

menjadi 26.000, dan jumlah unit usaha 

mencapai 31.000 di tahun 2016. Hal ini 

menunjukan adanya peningkatan jumlah 

angkatan kerja dan unit usaha dari tahun 

ke tahun di Kota Kediri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Kajian Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum 

dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty 

di KPP Pratama Kota Kediri” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan tingkat 

kepatuhan wajib pajak sebelum 

dan sesudah tax amnesty dalam 

mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak di KPP Pratama Kota 

Kediri ? 

2. Apakah ada perbedaan tingkat 

kepatuhan wajib pajak sebelum 

dan sesudah tax amnesty dalam 

melaporkan SPT Tahunan pajak 

di KPP Pratama Kota Kediri ? 

3. Apakah ada perbedaan tingkat 

kepatuhan wajib pajak sebelum 

dan sesudah tax amnesty dalam 

penerimaan pajak di KPP 

Pratama Kota Kediri ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah ada 

perbedaan tingkat kepatuhan 

wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty dalam 

mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak di KPP Pratama Kota 

Kediri. 

2. Untuk menganalisis apakah ada 

perbedaan tingkat kepatuhan 

wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty dalam 

melaporkan SPT Tahunan pajak 

di KPP Pratama Kota Kediri. 

3. Untuk menganalisis apakah ada 

perbedaan tingkat kepatuhan 

wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty dalam 

penerimaan pajak di KPP 

Pratama Kota Kediri. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu “suatu proses 

menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang 

ingin diketahui” (Kasiram, 2008 : 

149). 

       Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif dan 

komparatif. Metode deskriptif yaitu 

“suatu metode penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu 
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gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang yang menjadi 

pusat perhatian tanpa memberikan 

perlakuan khusus terhadap 

peristiwa tersebut (Norr, 2013 : 34) 

       Sedangkan penelitian 

komparatif merupakan penelitian 

yang sifatnya membandingkan 

keberadaan suatu variabel atau 

lebih pada dua atau lebih sampel 

yang berbeda (Sugiyono, 2015 : 

13). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

KPP Pratama Kota Kediri, dengan 

waktu penelitian dimulai dari bulan 

Oktober 2016 sampai Februari 

2017. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini yaitu 

KPP Pratama Kota Kediri, dan 

Objek dari penelitian ini adalah 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Badan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data sekunder dalam penelitian 

ini dikumpulkan dengan teknik 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, 

data yang dikumpulkan adalah 

mengenai jumlah WP OP dan WP 

Badan yang terdaftar di KPP 

Pratama Kota Kediri tahun 2015 - 

2017, jumlah WP OP dan WP 

Badan yang melakukan penyetoran 

pajak atas SPT Tahunan tahun 2015 

- 2017, dan jumlah penerimaan 

pajak atas PPh WP OP dan WP 

Badan tahun 2015 – 2017. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis tingkat kepatuhan 

pendaftaran di KPP Pratama 

Kota Kediri. 

Analisis kepatuhan pendaftaran 

WP OP dan WP Badan sebelum 

dan sesudah kebijakan tax amnesty 

dilakukan dengan menghitung 

persentase penambahan WP OP 

dan WP Badan. Persentase 

penambahan WP OP dan WP 

Badan diperoleh dari hasil 

perbandingan antara WP OP dan 

WP Badan baru terdaftar dengan 

WP OP dan WP Badan terdaftar 

per 1 Januari. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Sumber : Istiqomah (2017 : 84) 

2. Analisis tingkat kepatuhan 

pelaporan SPT Tahunan di KPP 

Pratama Kota Kediri. 

Analisis tingkat kepatuhan 

pelaporan SPT Tahunan WP OP 

dan WP Badan sebelum dan 

            WP OP dan WP Badan baru 

     Rasio   terdaftar di tahun 20xx 

Penambahan =    _____________________ x 100 % 

    NPWP           WP OP dan WO Badan  

                              per 1 Januari 20xx 
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sesudah kebijakan tax amnesty 

Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No:74/ 

PMK.03/2012 mengatur bahwa 

“wajib pajak disebut wajib pajak 

patuh apabila memenuhi beberapa 

persyaratan, salah satunnya adalah 

tepat waktu dalam menyampaikan 

SPT Tahunan”. Untuk WP OP 

batas pelaporan SPT Tahunan 

adalah akhir bulan ketiga setelah 

berakhirnya tahun atau bagian 

tahun pajak, sedangkan WP Badan 

pada akhir bulan keempat 

berakhirnya tahun atau bagian 

tahun pajak. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

         

 

Sumber : Istiqomah (2017 : 84) 

3. Analisis penambahan 

penerimaan pajak dari 

penyetoran pajak atas SPT 

Tahunan sebelum dan sesudah 

adanya tax amnesty. 

        Analisis dilakukan dengan 

menghitung selisih penerimaan 

pajak dari penyetoran SPT Tahunan 

atas WP OP dan WP Badan. Selisih 

tersebut dihitung berdasarkan 

penerimaan pajak pada tahun 2015 

sebelum dan sesudah adanya tax 

amnesty yaitu pada tahun 

2016&2017. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

4. Uji Beda Sampel Berpasangan 

(Samples Paired t-Test) 

Menurut Ghozali (2011:98), 

langkah-langkah untuk pengujian 

data menggunakan uji t adalah 

sebagai berikut : 

a. Kriteria penerimaan dan 

penolakan  dari hipotesis 

berdasarkan kriteria signifikansi 

yaitu jika nilai signifikansi ≥ 

0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak atau dikatakan tidak ada 

perbedaan tingkat kepatuhan 

wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty. 

b. Kriteria penerimaan dan 

penolakan  dari hipotesis 

berdasarkan perbandingan nilai 

t hitung dengan t tabel yaitu 

jika nilai t hitung > t tabel, 

maka Ho diolak dan Ha 

diterima atau dikatakan ada 

perbedaan tingkat kepatuhan 

                      SPT Tahunan WP OP dan  

      Rasio         WP Badan tepat waktu 

 Pelaporan =    _____________________x 100 % 

      SPT         WP OP dan WO Badan  

                   terdaftar wajib SPT Tahunan 

           Penerimaan PPh WP OP  

     Rasio              dan Badan sebelum  

                                  di tahun 20xx 

  Penerimaan =    ___________________ x 100 % 

      PPh           Penerimaan PPh WP OP  

               dan Badan sesudah  

     di tahun 20xx 
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wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty. 

III. HASIL PENELITIAN 

Tabel 3. Pertumbuhan WP OP 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

Sebelum TA 

2015 

Sesudah TA 

2016 & 2017 

WPOP 

terdaft
-ar 

WP 

OP 
Baru 

Ras

-io 
(%) 

WPOP 

terdaft
-ar 

WP 

OP 
Baru 

Ras

-io 
(%) 

57.941 3.361 5,80 61.302 3.080 5,02 

 Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dari tabel di atas, diketahui tahun 

2015 WP OP per 1 Januari sebesar 

57.941, terjadi penambahan WP OP 

baru sebanyak 3.361 dengan rasio 

5,80%. Sedangkan pada tahun tax 

amnesty,  terjadi penambahan WP 

OP baru sebanyak 3.080 atau 

dengan rasio 5,02% dari total WP 

OP yang terdaftar per 1 Januari 

2016. Hasil perhitungan ini 

menunjukan bahwa terjadi 

penurunan rasio penambahan WP 

OP tahun tax amnesty 

dibandingkan pada tahun 2015, 

yaitu dengan selisih 0,78%. Selain 

itu, dibandingkan tahun 2015, 

terjadi penurunan pendaftaran WP 

OP baru sebanyak 281 WP pada 

tahun tax amnesty, yaitu tahun 

2016&2017. 

 

Tabel 4. Pertumbuhan WP 

Badan sebelum dan sesudah tax 

amnesty. 
Sebelum TA 

2015 

Sesudah TA 

2016&2017 

WP 

Badan 

terdaf
-tar 

WP 

Badan 

Baru 

Ras

-io 

(%) 

WP 

Badan 

terdaf
-tar 

WP 

Badan 

Baru 

Ras

-io 

(%) 

3.989 300 7,52 4.289 320 7,47 

 Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dari tabel di atas, diketahui tahun 

2015 WP Badan per 1 Januari 

sebesar 3.989, terjadi penambahan 

WP Badan baru sebanyak 300 

dengan rasio 7,52%. Sedangkan 

pada tahun tax amnesty, terjadi 

penambahan WP Badan baru 

sebanyak 320 atau dengan rasio 

7,47% dari total WP Badan yang 

terdaftar per 1 Januari 2016. Hasil 

perhitungan ini menunjukan bahwa 

terjadi penurunan presentase 

penambahan WP OP tahun tax 

amnesty dibandingkan pada tahun 

2015, yaitu dengan selisih 0,05%. 

Namun, dibandingkan tahun 2015, 

terjadi peningkatan jumlah 

pendaftaran WP OP baru sebanyak 

20 WP pada tahun tax amnesty, 

yaitu tahun 2016&2017. 
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Tabel 5. Pelaporan SPT Tahunan 

WP OP  sebelum dan sesudah tax 

amnesty 

  Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dari tabel di atas, menunjukan 

bahwa rasio kepatuhan WP OP 

yang menyampaikan SPT Tahunan 

secara tepat waktu sebelum dan 

sesudah tax amnesty mengalami 

perubahan. Rasio kepatuhan WP 

OP yang melakukan pelaporan SPT 

Tahunan mengalami perubahan 

seiring dengan pertambahan jumlah 

WP OP yang terdaftar wajib SPT. 

Jumlah WP OP terdaftar wajib SPT 

di tahun 2015 sebelum tax amnesty 

sebanyak 61.302 dengan rasio 

kepatuhan WP 54,77%. Sedangkan 

pada tahun 2016&2017 sesudah tax 

amnesty WP OP terdaftar wajib 

SPT sebanyak 64.382 dengan rasio 

kepatuhan WP 49,53%. Hal ini 

menunjukan adanya selisih 

penurunan kepatuhan WP OP 

sebelum dan sesudah tax amnesty 

sebesar 5,24%. 

 

Tabel 6. Pelaporan SPT Tahunan 

WP Badan sebelum dan sesudah 

tax amnesty 
Sebelum TA 

 2015 

Sesudah TA 

2016&2017 

SPT 

tepat 

waktu 

Terd-

aftar 

wajib 
SPT 

Rasio 

(%) 

SPT 

tepat 

waktu 

Terd-

aftar 

wajib 
SPT 

Rasio 

(%) 

1.470 4.289 34,27 1.404 4.609 30,46 

 Sumber : Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

dari tabel di atas, menunjukan 

bahwa rasio kepatuhan WP Badan 

yang menyampaikan SPT Tahunan 

secara tepat waktu sebelum dan 

sesudah tax amnesty mengalami 

perubahan. Rasio kepatuhan WP 

Badan yang melakukan pelaporan 

SPT Tahunan mengalami 

perubahan seiring dengan adanya 

pertambahan jumlah WP Badan 

yang terdaftar wajib SPT. Jumlah 

WP Badan terdaftar wajib SPT di 

tahun 2015 sebelum tax amnesty 

sebanyak 4.289 dengan rasio 

kepatuhan WP 34,27%. Sedangkan 

pada tahun 2016&2017 sesudah tax 

amnesty WP Badan terdaftar wajib 

SPT sebanyak 4.609 dengan rasio 

kepatuhan WP 30,46%. Hal ini 

menunjukan adanya selisih 

penurunan kepatuhan WP Badan 

sebelum dan sesudah tax amnesty 

sebesar 3,81%. 

 

Sebelum TA 

2015 

Sesudah TA 

2016&2017 

SPT 

tepat 

waktu 

Terdaf

-tar 

wajib 

SPT 

Rasio 

(%) 

SPT 

tepat 

waktu 

Terdaf

-tar 

wajib 

SPT 

Rasio 

(%) 

33.580 61.302 54,77 31.246 64.382 49,53 
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Tabel 7. Penerimaan PPh WP OP 

dan WP Badan 

      Sumber : Data diolah (2017) 

       Berdasarkan hasil perhitungan 

tabel di atas, menunjukan bahwa 

penerimaan PPh OP dan Badan di 

tahun 2015 sebelum dan sesudah 

tax amnesty pada tahun 2016&2017 

mengalami perubahan. Pada tahun 

2015 penerimaan PPh OP sebesar 

Rp 28.621.523.034, dan sesu’dah 

tax amnesty mendapatkan 

penerimaan PPh sebesar Rp 

546.640.708.442. Perhitungan ini 

menunjukan penerimaan PPh di era 

tax amnesty sangat meningkat 

drastis dibandingkan tahun sebelum 

adanya pengampunan pajak, yaitu 

dengan selisih penerimaan sebesar 

Rp 518.019.185.408 dan rasio 

penerimaan PPh mencapai 

180,98%. 

       Sedangkan penerimaan PPh 

atas WP  Badan di tahun 2015 

sebelum tax amnesty sebesar Rp 

486.459.106.157, dan di tahun 

sesudah tax amnesty pada tahun 

2016&2017 jumlah penerimaan 

PPh yang didapat adalah sebesar 

Rp 512.406.935.515. Perhitungan 

ini menunjukan bahwa adanya 

peningkatan rasio penerimaan atas 

PPh Badan sebelum dan sesudah 

tax amnesty sebesar 5,33%, dengan 

selisih penerimaan PPh yaitu 

sebesar Rp 25.947.829.358. 

Tabel 8. Hasil Paired Samples T 

Test Kepatuhan Pendaftaran WP 

OP  

  

Sumber : Data sekunder diolah 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty 280,0833 

Jenis 
WP 

Penerima

-an 

Sebelum 
TA 

2015 

(Rp) 

Penerima

-an 

Sesudah 

TA 
2016&20

17 

(Rp) 

Selisih 

Penerima
-an 

(Rp) 

Rasio  
(%) 

WP 

OP 

28.621.52

3.034 

546.640.7

08.442 

518.019.1

85.408 

180,9

8 

WP 

Badan 

486.459.1

06.157 

512.406.9

35.515 

25.947.82

9.358 
5,33 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 
Mean 

P
ai
r 

1 

Sebelu
m 

280,08
33 

12 91,50902 
26,4163

8 

Sesuda
h 

256,66
67 

12 72,52502 
20,9361

7 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum 
& 

Sesudah 

12 ,262 ,411 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-
tail
ed) Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Err
or 
Me
an 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Low
er Upper 

Pai
r 1 

Seb
elum 
– 
Ses
uda
h 

23,41
667 

100,7
7379 

29,
090

89 

-
40,
611

94 

87,44
528 

,80
5 

11 
,43

8 
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dengan standar deviasi 91,50902, 

dan sesudah tax amnesty 

mempunyai nilai rata-rata 256,6667 

dengan standar deviasi 72,52502. 

Pada output kedua 

(correlations) menghasilkan angka 

0,262 dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,411. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung 0,805 < t tabel 2,201 atau 

nilai probabilitas 0,438 > 0,05 

maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan kepatuhan pendaftaran 

WP OP antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty. 

Tabel 9. Hasil Paired Samples T 

Test Kepatuhan Pendaftaran WP 

Badan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Paired Differences 

T 

d

f 

Sig. 
(2-
taile

d) Mean 

Std. 
Devia

tion 

Std. 
Error 

Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

P
a
i
r 
1 

Sebel
um - 
Sesu
dah 

-
1,666

67 

6,665
15 

1,924
06 

-
5,901

50 

2,568
17 

-
,8
66 

1
1 

,405 

      Sumber : Data sekunder diolah 

 Berdasarkan tabel di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty 25,0000 

dengan standar deviasi 8,51736 

dan sesudah tax amnesty 

mempunyai nilai rata-rata 26,6667 

dengan standar deviasi 6,00505. 

 Pada output kedua yaitu tabel  

(correlations) menghasilkan angka 

0,627 dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,029. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung -0,866 < t tabel 2,201 atau 

nilai probabilitas 0,405 > 0,05 

maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan kepatuhan pendaftaran 

WP Badan antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty. 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

P
air 

1 

Sebelum 
25,0000 12 8,51736 2,45875 

Sesudah 26,6667 12 6,00505 1,73351 

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum & 
Sesudah 

12 ,627 ,029 
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Tabel 10. Hasil Paired Samples T 

Test Kepatuhan Penyampaian 

SPT Tahunan WP OP 

Sumber : Data sekunder diolah 

 

Berdasarkan tabel  di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty 11193,3333 

dengan standar deviasi 1841,43214 

dan sesudah tax amnesty 

mempunyai nilai rata-rata 

10415,3333 dengan standar deviasi 

907,20744. 

Pada  tabel output kedua yaitu 

(correlations) menghasilkan angka 

0,934 dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,233. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung 1,288 < t tabel 4.303 atau 

nilai probabilitas 0,327 > 0,05 

maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan WP OP antara 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

Tabel 11. Hasil Paired Samples T 

Test Kepatuhan Penyampaian 

SPT Tahunan WP Badan 

Sumber : Data sekunder diolah 
 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty 367,5000 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pa
ir 
1 

Sebelum 11193,
3333 

3 
1841,432

14 
1063,151

34 

Sesudah 10415,
3333 

3 
907,2074

4 
523,7764

6 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum & 

Sesudah 
3 ,934 ,233 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-
taile
d) 

Mea
n 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

P
a
i
r 
1 

Sebel
um – 
Sesud
ah 

778,
000

00 

1046,
33121 

604,0
9961 

-
1821,
23082 

3377,
23082 

1,28
8 

2 ,327 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 

Mean 

Pair 

1 

Sebelum 367,50

00 
4 

92,903

18 

46,451

59 

Sesudah 351,00

00 
4 

67,364

68 

33,682

34 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum & 

Sesudah 
4 ,175 ,825 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-

taile
d) Mean 

Std. 

Deviat
ion 

Std. 

Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pa
ir 
1 

Se
bel
um 
- 
Ses
uda
h 

16,50
000 

104,7
4891 

52,37
445 

-
150,1
7888 

183,1
7888 

,315 3 ,773 
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dengan standar deviasi 92,90318 

dan sesudah tax amnesty 

mempunyai nilai rata-rata 351,0000 

dengan standar deviasi 67,36468. 

Pada output kedua 

(correlations) menghasilkan angka 

0,175 dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,825. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung 0,315 < t tabel 3,182 atau 

nilai probabilitas 0,773 > 0,05 

maka Ho diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan WP Badan  antara 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

Tabel 12. Hasil Paired Samples T 

Test Penerimaan PPh WP OP 

 

 

 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T 
d
f 

Si
g. 
(2
-
ta
ile
d) Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

P
air 
1 

Sebel
um - 
Sesu
dah 

-
43168
26545
0,6666

6 

7890
0316
21,83

174 

2277
6559
40,38

961 

-
4818
1352
375,2
5876 

-
3815
5178
526,0
7457 

18,
95
3 

1
1 

,0
0
0 

Sumber : Data sekunder diolah 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty 

238512619,5000 dengan standar 

deviasi 939071082,25577 dan 

sesudah tax amnesty mempunyai 

nilai rata-rata 45553392370,1667 

dengan standar deviasi sebesar 

7752537867,69118. 

Pada output kedua yaitu tabel 

(correlations) menghasilkan angka 

-0,087  dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,788. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung 18,953 > t tabel 2,201 atau 

nilai probabilitas 0,000 < 0,05 

maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa ada perbedaan 

penerimaan PPh WP OP antara 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pai
r 1 

Seb
elum 

238512
6919,50

00 
12 

939071082,
25577 

27108647
1,06428 

Ses
uda

h 

455533
92370,1

667 

12 
775253786

7,69118 
22379649
12,40713 

Paired Samples Correlations 

 N 
Correlati

on Sig. 

Pair 
1 

Sebelum & 
Sesudah 

12 -,087 ,788 
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Tabel 13. Hasil Paired Samples T 

Test Penerimaan PPh WP Badan 

Sumber : Data sekunder diolah 

Berdasarkan tabel di atas, pada 

output pertama (group statistics) 

diketahui nilai rata-rata (mean) 

sebelum tax amnesty sebesar 

40538258865,0000 dengan standar 

deviasi 5446642741,62245 dan 

sesudah tax amnesty mempunyai 

nilai rata-rata 42700577959,5833 

dengan standar deviasi sebesar 

4297284192,68177. 

Pada tabel output kedua 

(correlations) menghasilkan angka 

0,602 dengan nilai probabilitas 

(sig.) 0,038. Hal ini menunjukan 

bahwa korelasi antara sebelum dan 

sesudah tax amnesty tidak ada 

hubungan secara nyata, karena nilai 

probabilitas > 0,05. 

Sedangkan di output ketiga 

(paired samples test) diketahui t 

hitung 2,678 > t tabel 2,201 atau 

nilai probabilitas 0,002 < 0,05 

maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa ada perbedaan 

penerimaan PPh WP OP antara 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

IV. SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji apakah ada perbedaan 

kepatuhan wajib pajak sebelum dan 

sesudah tax amnesty. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tidak ada perbedaan kepatuhan 

pendaftaran WP OP dan WP 

Badan antara sebelum adanya 

tax amnesty, yaitu pada tahun 

2015 dengan sesudah 

pelaksanaan kebijakan tax 

amnesty pada tahun 2016&2017 

di KPP Pratama Kota Kediri. 

2. Tidak ada perbedaan kepatuhan 

pelaporan SPT Tahunan WP OP 

dan WP Badan antara sebelum 

pelaksanaan kebijakan tax 

amnesty, yaitu pada tahun 2015 

dengan sesudah adanya tax 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

P
a
ir 

1 

Sebel
um 

405382588
65,0000 

12 
544664274

1,62245 
157231032

6,52772 

Sesud
ah 

427005779
59,5833 

12 
429728419

2,68177 
124051909

2,71457 

Paired Samples Correlations 

 N 

Correla

tion Sig. 

Pair 

1 

Sebelum & 

Sesudah 
12 ,602 ,038 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Si
g. 
(2
-
ta
il
e
d) Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lowe
r 

Uppe
r 

Pair 
1 

Seb
elu
m – 
Ses
uda
h 

-
21623
19094
,5833

4 

44642
07648
,7957

0 

12887
05743
,8752

9 

-
4998
7413
12,5
7771 

6741
0312
3,411

04 

2,6
78 

11 
,0
0
2 
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amnesty pada tahun 2016&2017 

di KPP Pratama Kota Kediri. 

3. Terdapat perbedaan penerimaan 

pajak atas PPh WP OP dan WP 

Badan antara sebelum adanya 

tax amnesty, yaitu pada tahun 

2015 dengan sesudah 

pelaksanaan kebijakan tax 

amnesty pada tahun 2016&2017 

di KPP Pratama Kota Kediri. 
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